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Setiap orang bisa, asalkan berlatih, berlatih 

dan sekali lagi berlatih dan tak ada yang 

mustahil bagi yang berani mencoba 

Keberanian dan kemauan 

untuk memulai suatu usaha 

adalah kunci keberhasilan 

untuk meraih sukses 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. PERMASALAHAN : LATAR BELAKANG DAN RUMUSANNYA 

Tujuan N egara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat 

diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, 

terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan 

pembangunan nasional seperti yang terse but diatas, diperlukan dukungan 

dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Besarnya 

potensi pajak ini menjadikan pajak sebagai sarana yang efektif bagi sumber 

dana pembangunan. 

Ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara diatur dalam 

pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 : "Segala pajak untuk 

keperluan Negara berdasarkan Undang-undang". Hal tersebut memberikan 

kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya, dan karena itulah maka setiap jenis pajak yang dipungut dari 

masyarakat harus tertera dalam Undang-undang. 

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk turnt berperan serta 

menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak dikenal dengan sebutan 

1 
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Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dimaksud adalah seperti yang tercantum 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasall angka 1 : "Orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau 

pemotongan pajak tertentu ". 

Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak 

adalah :1 

1. Wajib Pajak pribadi sejak lahir hingga meninggal dunia; 
2. Warga Negara Asing yang berada atau bertempat tinggal di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan hingga meninggalkan Indonesia; 

3. Wajib Pajak Badan sejak didirikan hingga bubar. 

Pengertian "Badan" menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 

1 angka2: 

"Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap, dan bentuk badan lainnya". 

1 Wawancara dengan Edy Pranowo, Juru Sita Pajak KPP Surabaya Krembangan, 
Rabu 20 Juni 2001 
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Ditinjau dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan 

sebagai subyek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha 

(komersial), namun juga yang bergerak di bidang so sial, kemasyarakatan, 

dan sebagainya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian 

oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya 

organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk rnenyatakan bahwa 

mereka tidak termasuk sebagai subyek pajak? 

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self assessment, 

yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang 

terhutang. Wajib pajak dalam sistem ini diberi kepercayaan yang besar 

untuk menentukan apa yang menjadi obyeknya, lalu menghitung sendiri 

berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan kemudian melaporkannya 

kepada Kantor Pelayanan Pajak. 

Sistem Self Assessment ini mengandung hal penting yang 

diharapkan ada pada diri wajib pajak, yaitu :3 

1. Kesadaran wajib pajak 
2. Kejujuran wajib pajak 
3. Hasrat dari wajib pajak untuk membayar pajak 
4. Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, 

sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya 
memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh 

2 Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, yogyakarta, 2000, h. 34 
3 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar perpajakan 2 (selanjutnya disebut Rochmat 

Soemitro I), Refika Aditan,Ja, Bandung, 1998, h.14 
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Undang-undang, seperti memasukkan SPT pada waktunya, 
membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa hams 
diperingati untuk melakukan hal tersebut. 

Melalui sistem self assessment ini diharapkan pelaksanaan administrasi 

pajak dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 

mudah dipahami oleh anggota masyarakat (wajib pajak). Untuk menunjang 

hal tersebut, sistem self assessment hams dilengkapi dengan suatu 

mekanisme untuk menjamin tingkat kepatuhan yang baik.4 

Tingkat kepatuhan yang baik tersebut hanya dapat dimungkinkan 

dalam suasana keterbukaan, baik dari wajib pajak maupun dari aparat pajak. 

Keterbukaan wajib pajak dalam arti tertibnya pembukuan, adalah membuat 

pembukuan yang baik, benar serta jujur dimana wajib pajak dapat 

menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Melalui 

sistem ini, wajib pajak mempunyai peranan penting dalam menunjang 

pembangunan melalui pemasukan dari sektor pajak, dimana keadaan ini 

hanya dapat tercapai dengan asumsi bahwa anggota masyarakat (wajib 

pajak) mengerti benar dan mengenal basic knowledge tentang tata cara 

perpajakan di Indonesia. Pada sistem ini dipergllllakan asas praduga tak 

bersalah, sepanjang tidak dijumpai data atau indikasi yang menunjukkan 

4 Agus Nugroho, Motivasi, Altematif dan Persepsi Tentang Self Assessment, Berita 
Pajak No. 1286, 1 November 1994, h. 43. 
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bahwa wajib pajak telah menyimpang dari ketentuan yang ada, maka yang 

dilaporkan dianggap benar. 

Seeara garis besar, pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu :5 

1. Fungsi budgetair, adalah fungsi yang menjadikan pajak sebagai 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi regulerend atau mengatur adalah fungsi yang menjadikan pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang so sial dan ekonomi. 

Fungsi pajak yang pertama adalah ada di sektor publik, dan pajak 

disini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan 

apabila setelah itu masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus 

ini dapat digunakan untuk investasi pemerintah. Surplus ini disebut juga 

sebagai public saving dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment.6 

5 Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta 1997, h.2. 
~ochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (selanjutnya disebut Rochmat Soemitro 

II), PT Eresco, Bandung 1982, h. 10 
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Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur, dimana pajak-pajak di 

dalam fungsi ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu diluar bidang keuangan. 

Ditinjau dari kedua fungsi pajak tersebut, dapat terlihat bahwa pajak 

mempunyai peranan yang besar sebagai sumber keuangan negara (dana 

pembangunan) jika dibandingkan dengan fungsi pengaturan. Lebih besarnya 

fungsi pajak sebagai sumber dana pembangunan ini terlihat dari definisi 

pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-

dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu : 7 

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal batik (kontraprestasi), yang lang sung dapat ditujukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ". 

Berdasarkan defmisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur: 8 

1. luran dari rakyat kepada negara; 
2. Dalam hal ini yang berhak metnungut pajak hanyalah negara, dan iuran 

tersebut berupa uang (bukan barang); 
3. Berdasarkan undang-undang; 
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksananya; 

7 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Dmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung 1995, h. 5 
8 Mardiasmo, op.cit, h. l 
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5. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
lang sung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 

6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran­
pengeluaran yang bennanfaat bagi masyarakat luas. 

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pajak masih sebatas sebagai sumber 

dana pembangunan dan belum betfungsi sebagai pengaturan, maka karena 

itulah sistem dan prosedur perpajakan perIu terns disempurnakan dan 

disederhanakan dengan memperhatikan as as keadilan, pemerataan, manfaat, 

dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan. 

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan 

biaya dari masyarakat, dan salah satu sumbemya adalah dari sektor pajak. 

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perIu terns ditingkatkan 

sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan 

sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. 

Peran serta wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam 

kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak 

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya meskipun hal tersebut telah 

secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terhadap tunggakan utang 

pajak tersebut perIu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang 

mempunyai kekuatan hukum memaksa. 
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Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan alat paksa diatur 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak 

Negara Dengan Surat Paksa, yang kt;:mudian dirubah dengan Undang­

undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa, dan dirubah kembali serta disempurnakan lagi dengan Undang­

undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa. Hal tersebut disebabkan karena undang-undang mengenai penagihan 

pajak dengan Surat Paksa yang lama dirasa kurang dapat sepenuhnya 

mendukung pelaksanaan penagihan pajak saat ini, sehubung dengan adanya 

perkembangan sistem hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat 

yang dinamis. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan undang-undang 

penagihan pajak bam yang mampu memberikan kepastian hukum dan 

keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya 

. dalam penagihan utang pajak yang dilakukan apabila wajib pajak tidak 

melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat 

Paksa mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang segera dapat 

dilaksanakan (executoriale tite/) dan kedudukan hukum yang sarna dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht 

van gewijsde). Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan 
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jalan atau sarana hukum apapun karena undang-undang sebelumnya telah 

memberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut melalui keberatan dan 

banding atas keputusan keberatan. Surat Paksa hanya dapat ditentang dalam 

satu hal, yaitu bila mengandung kekurangan formal seperti tidak 

ditandatangani atau tidak diberitahukan secara resmi oleh jurusita pajak 

kepada wajib pajak di temp at tinggal atau di temp at pekerjaan penanggung 

pajak. 

Berdasarkan urman tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua) 

permasalahan pokok, yaitu : 

1. Bagaimanakah keberadaan Surat Paksa dalam pelunasan utang ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan Surat Paksa dalam penagihan pajak 

yang terutang ? 

2. PENJELASAN runuL 

Skripsi ini mengambil judul "Surat Paksa Sebagai Salah Satu 

Upaya Dalam Penagihan Pajak". 

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang No. 16 Tahun 

2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 20 

jo Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa pasal 1 angka 12 adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak. 















BABII 

KEBERADAANSURATPAKSA 

DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK 

1. PENAGlHAN PAJAK DENGAN SURA T P AKSA 

1.1. Pengertian Surat Paksa 

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya 

dalam penagihan utang pajak yang diterbitkan oleh Direktorat lenderal 

Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak. Surat Paksa memuat perintah kepada 

wajib pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa untuk membayar 

lunas utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan dengan ancaman sita apabila pembayaran tersebut tidak 

dilakukan. Surat Paksa barn akan dikeluarkan setelah dipandang cukup 

alasannya oleh fiskus. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 

50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa 

dan biaya tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak. 

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 1 : "Surat 

perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat Paksa 

berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MARA ESA". Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini adalah 

16 



































BABllI 

PELAKSANAAN PENAGlHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 

1. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan 

pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. Adapun yang menjadi dasar 

dari penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang 

menetapkan jumlah pajak yang harns dibayar bertambah (pasal 18 UU No. 

16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ). 

Pada bidang administrasi perpajakan dikenal 2 (dua) bentuk 

penagihan, yaitu : 19 

1. Penagihan Pajak Pasif 
Yaitu penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan STP, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan 
Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, 
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang 
menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan 
pajak terutang menjadi lebih besar, jika dalamjangka waktu 30 (tiga 

19 Erly Suandy, op.cit, h. 109 
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1. KESIMPULAN 

BABIV 

PENUTUP 

a. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan 

biaya penagihannya dengan cara menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 

Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah 

disita, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. 

Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MARA ESA" dan mempunyai kedudukan 

yang sarna seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde). Surat Paksa tidak dapat 

ditentang isi materialnya dengan jalan atau sarana hukum apapun 

karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan 

tersebut. Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu 

upaya dalam pelunasan utang pajak. Penagihan pajak dengan Surat 

Paksa dilaksanakan apabila wajib pajak tidak membayar lunas utang 

pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah 

55 







DAFTAR BACAAN 

Agus Nugroho, Motivasi, Alternatif dan Persepsi Tentang Self 
Assessment, Berita Pajak No. 1286, 1 November 1994 

Cyrus Sihaloho, Modul Ketentuan Perpajakan, Cet I, RajaGrafmdo 
Persada, Jakarta, 1996 

Erly Suandy, Hukum Pajak, Cet I , Salemba Empat, Y ogyakarta, 2000 

Euginia Liliawati Muljono, Tanya Jawab Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (KUP), Harvarindo, Jakarta, 1999 

_________ , Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Undang-undang No. 19 Tahun 1997 Beserta Peraturan 
Pelaksanaannya), Harvarindo, Jakarta, 1999 

Moeljo Hadi, Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh 
Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah Menurut UU No. 19 Tahun 
1997 dan UU No. 19 Tahun 2000, Cet IV, RajaGrafmdo Persada, 
Jakarta, 2001 

____ ,Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara, Cet II, RajaGrafmdo 
Persada, Jakarta, 1995 

Mardiasmo, Perpajakan, Cet IV, Andi, Y ogyakarta 

Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka 
Amani, Jakarta, 1995 

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Cet IV, Eresco, 
Bandung, 1990 

______ , Asas dan Dasar Perpajakan II, Cetakan ke-5, Refika 
Aditama, Bandung, 1998 

______ , Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1982 



_______ , Pengantar Singkat Hukum Pajak, Cet III, Eresco, 
Bandung, 1992 

Santoso Brotodihardjo, Pengantar IImu Hukum Pajak, Cet XVIII, Eresco, 
Bandung, 1995 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang 1945 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaian Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984) 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3985) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3987) 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan 
Surat Paksa 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat­
syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 564/KMK.0412000 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja 
Pejabat yang Menerbitkan Sura Paksa 



DEP ARTE!VIEN KEUANG;\N REPUBLIK l1\:TIONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR vVILAYAI-I L'X DJP JA\VATLMUR 
KANTOR PELAY ANAN PAJAK SURABA \.' A KREr"mAl~GAN 

Jalan Inch'apma No.5 Telepon: (031) 3556879 
Surabaya 60175 Faksimile: (031) 3556880 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perillal 

S-1l4 /WPJ.09lKP.020l /2001 

Pcmberitahuan Telah 
Melaksanakan Survey 

l7 September 200 1 

yth. Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya 
Di Tempat 

1. Menunjuk Surat Saucbra NomOI' : 584i103 .. 11/PP/2001 tanggal 16 l"fei 
2001 pelihal Ijin Survey bag~ Mahasiswa Fakultas Hukum UN AIR, atas 
nama: 

NUNGKY W ARA SETYA.RINI ( NIl\1 : 039714541 ) 

2. Tt:rsebut nik 1, dinyatakan .. TELAH SELESAI" Ivle1aksanakan Survey di 
KPP Surab<lyn K.r~mbangan 

3. Demikian, mohon menjadikan periksa. 

C .. WorcL/j\,(l'docIPraktek~4I1gsa 



~ARTIMRN KIVANGAR REPUBLIK INDONESI A 
11 DTRBKTORAT JENDERAL PAJAK 

';'·11'0:';' PEL';, 'l ANA N PAcT A.K SUf<ABAYA KREH BANGAN 
--- - ---- - - --------------------------

amar. 

.' . 

i 
i 

T K G U RAN 

Nomor : 000264 5/ WPJ.09 / KP.020&/2001 

~a~a usaha kami hingga s aar ini Saudara ma3ih mempunyai runggak 
~J ak seha gai herikut 

3eni8 
Pa J a~. 

PPN 

;Tahun 
:Pa j ak 

: 2000 

No & Tgl . 0TP/ SKPKB / ; 
SKPKBTjSK . Pe mbetulan /! 
SK , Keherar anjPutusan : 

Banding *) 

02327/10 7 /00 /6 0 5/01 
: O~ - 05-2001 

Tanggal 
Jatuh 
Te mpo I 

Pembayaran ; 

Jumlal!. Tunggakan 
Pajak (Rp ) 

03-06-2001: Rp 1 25,00' 

Jumlah : Rp 125,00' 
----------------------------------------

sera LU. ;:~ Qu a. [)llJut"l Itrna rj.Du YU.piah # 

ntuk mence gah tindakan penaglnan paJak dengan Surat Paksa berdasark 
Indang - llnd2J ri g Nomnr i 9 'l'anun LUULJ, ma ka diminta kepada Saudara agar meluna ~ 
umlah tunggakan pa j ak dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak diterbitkan sur i 
t~g(~r {~n i.n.1. 

alam hAl Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas , dimoh( 
gar :~audara segera melaporkan }:::epada kami (Seksi Penagihan). 

~U RABAYA, 13 J u n i 2001 
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